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PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR76~ TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
. KABUPATEN BENGKALIS KE DALAM PROGRAM ' :
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA v

BUPATI BENGKALIS

Memmbang a. bahwa untuk memngkatkan dera_]at kesehatan
masyarakat khususnya masyarakat miskin dan'
kurang mampu diluar kuota Penerima Bantuan -
Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
d1selenggarakan Program Jaminan - Kesehatan
Masyarakat Daerah yang akan diintegrasikan ke
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan kesepakatan Gubernur Riau \
bersama Bupati/Walikota ~pada . acara = Rapat
Kesepakatan Percepatan ' Integrasi. Program Jaminan . .
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Riau pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun ,
2015 tanggal 08 Oktober 2014 dan Surat Edaran .
Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/ 3890/SJ tanggal
19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah
Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional,
serta Hasil kesepakatan Forum ‘Group Dlscussmn
(FGD) - pada tanggal 01 - Nopember 2016 tentang
Percepatan Integrasi program Jamkesmasda ke dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional;

c ,bahwa berdasarkan i pertlmbangan - sebagalmana -
dimaksud . ‘dalam  huruf a ‘dan  huruf b, perlu
menetapkan Peraturan -~ Bupati  Bengkalis - tentang -
Integrasi- Program Jaminan  Kesechatan Masyarakat
Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Ke Dalam Program-‘
Jaminan Kesehatan Nasional;

Menglngat 1. Undang—Undang ‘Nomor 12" Tahun 1956 tentang i
Pembentukan = Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah  Provinsi -Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1956
Nomor 25); ‘

2 Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang ‘
Praktik - Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor ' 116, Tambahan -
Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4431); |




. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
- Sistem Jaminan Sosial Nasmnal (Lembaran Negara

" Republik * Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
: K‘Nomor 4456); : :

. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang . 2
~Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor. 144, Tambahap Lembaran Negara ‘

: Repubhk Indone81a Nomor. 5063),

. Undang—undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
- Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara S

. Republik Indones1a Nomor 5072),

. Undang-Undang Nomor, 24 Tahun 2011 tentang Badan .
Penyelenggara Jamlnan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

Tambahan’ Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor5256),< N . e ,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor. 5587) . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

\ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
. Perubahan Kedua atas ‘Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
. Nomor 5679), . : _

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

" Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor . 140,
" Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4578), v ~

. Peraturan Pemermtah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
- Penerima  Bantuan Iuran = Jaminan = Kesehatan -
*(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2012

‘Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
~ Indonesia Nomor 5372), v

10.

'.Peraturan ‘Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang -
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara - Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
- ._diubah dengan Peraturan Preaden Nomor 111 Tahun

: 2013 tentang perubahan ‘atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2013
o Nomor 255), -




11,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
~ tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan pada

- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan . Fasilitas
- Kesehatan' Tingkat Lanjutan dalam ‘Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan (Berlta Negara Repubhk

. Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

12.
~ tentang  Pelayanan  Kesehatan pada - Jaminan

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Kesehatan Nasional (Benta Negara Repubhk Indonesia

t Tahun 2013 Nomor 1400),

13.

: Peraturan ) Menten pR Kesehatan " 'Nomor
2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Berita Negara
: Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 497);

14,

,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman = Pelaksanaan Program Jaminan
-~ Kesehatan Nasional (Benta Negara Repubhk Indone81a
e ;Tahun 20 14 Nomor 874); . :

- 15.

-Peraturan Gubernur Rlau Nomor 67 Tahun 2015‘

4 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi
'Riau ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (Berita

16.

Daerah Prov1ns1 Riau Tahun 2015 Nomor 67); -

,Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03‘
-~ Tahun 2009 tentang ‘Pokok-Pokok Pengelolaan =

. Keuangan, sebagaimana _telah. . diubah dengan
- Peraturan 'Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 3

Tahun 2015 tentang Perubahan - Atas Peraturan

- . Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
- 'tentang Pokok—Pokok Pengelolaan ‘K_euangan Daerah;

Menetapkan PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG INTEGRASI

MEMUTUSKAN

JAMINAN KESEHATAN -MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN. * BENGKALIS KE _DALAM - PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ‘

> BAB I :
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2 ‘Dalam Peraturan Bupati ini ‘yang -dirriaksud dengan:

. ?Daerah adalah Kabupaten Bengkahs ) »
. Pemerintah Daerah adalah Bupati- Bengkahs dan

perangkat  daerah sebaga1 3 unsur penyelenggara

: :>Pemer1ntah Daerah. .- it
Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs e




Dinas Kesehatan Kabupaten ‘Ben'\gkalisg adalah Satuan

- Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
. dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka

pelaksanaan penyelenggaraan Jamman Kesehatan

| , Kabupaten Bengkahs

.':'_Kepala ‘Dinas’ adalah Kepala . D1nas KeSehatan
: Kabupaten Bengkahs ‘

Jaminan Kesehatan adalah salah satu “bentuk -
perlindungan sosial dlbldang “kesehatan untuk -

~ -menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan
- dasar kesehatannya yang- layak bersifat’ pelayanan

kesehatan yang ‘menyeluruh mencakup kuratif dan

el rehablhtatlf melalul suatu mekanisme asuransi sosial
'~ .yang menjamin kendah blaya (eﬁ31en) dan kendali
- mutu (efekt1fitas) s . o '

. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja sosial

‘ “untuk - pelayanan - kesehatan bagi fakir miskin dan

. - kurang mampu . serta peserta lainnya yang 1urannya di

~ bayar oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jaminan = Persalinan yang selan_]utnya dlsmgkat :
‘(Jampersal) adalah _]amman pemblayaan pelayanan

. persalinan . yang . meliputi = pemeriksaan

kehamilan, pertolongan persahnan, pelayanan

. nifas termasuk pelayanan KB paska persallnan ’

’ dan: pelayanan bayi- baru 1ah1r yang 1urannya di

- 'bayar oleh Pemerintah.

. Peserta adalah Masyarakat mlskm dan kurang mampu
di wﬂayah ‘Kabupaten Bengkahs yang belum mem111k1
: _]amman kesehatan .

10.1

Penenma Bantuan Iuran yang selan_]utnya dlslngkat”

- (PBI) Daerah adalah peserta Jamkesmasda Kabupaten

. Bengkalis yang telah d11ntegra31kan ke Jaminan- -

" Kesehatan Nas1ona.1 yang dlkelola‘ oleh BPJS

13,

. _Kesehatan
11.F
di sebut JK Mandiri adalah masyarakat yang menJad1

' peserta Jaminan = Kesehatan dan membayar iuran
~ secara mandiri sesuai dengan kelas yang diinginkan.

12, S
' "menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya -
‘dan d1ber1kan dalam bentuk pelayanan kesehatan.

Peserta Jamman Kesehatan Mandm yang selan.]utnya“ |

Paket Mamfaat adalah faedah j jaminan kesehatan yang

Pemb1ayaan adalah sejumlah uang yang dlbayar oleh

e Pemerlntah Kabupaten Bengkalls
14

Pelayanan Kesehatan adalah keglatan pelayanan rawat ‘

~_jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat S
. dan pelayanan persalman yang mencakup pelayanan‘ o

‘medlk dan penun_]ang medlk




15.

Pelayanan :Rav>va£ Jaléni. adalah pelayanan,‘ -

~ kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam

16

= rangka observa31, pengobatan “dan kpelayananf

kesehatan lalnnya tanpa mengmap

- Pelayanan Rawat Inap. adalah’ pelayanan terhadapy

orang yang di rawat di PPK menempati tempat

: “,':k-tldur untuk keperluan “observasi, . diagnosis, -

17

19,
f’ijpelayanan kesehatan swasta e

20.

pengobatan atau pelayanan kesehatan Jlainnya. d1 -

ruang rawat 1nap

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan .
- kepada pender1ta yang datang ke PPK dalam _
keadaan gawat dan atau darurat yang Kkarena .

penyakitnya . perlu pertolongan secepatnya untuk s

: menanggulang1 resiko kematian. .
18

Pelayanan Ru_]ukan adalah’ Pelayanan yang dlberlkan g ~‘

pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan.

Rujukan Swasta adalah kxnman dan dokter dan / atau

Jenis Pelayanan - (Produk) adalah pelayanan yang -

- diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi,
- observasi, diagnosis, pengobatan, rehab111tas1 medik
 dan atau pelayanan kesehatan lamnya

21,

Tindakan ‘Medik Operatlf adalah tindakanb"
pembedahan yang menggunakan pembiusan

umum atau: pembiusan lokal  dan tindakan

Bty ‘menggunakan alat dan tlndakan dlagnostlk lainnya. "

22

Tindakan Medik Non Operat1f adalah Undakan medlk‘ :

- tanpa. pembedahan

23

Pelayanan Penunjang D1agnost1k adalah pelayanan -
penunjang. untuk menegakkan d1agnos1s dan terapi

- antara lain -berupa  pelayanan - laboratorium,
o rad1010g1 dlagnostlk dan dlagnostlk 1a1nnya

104,

Pelayanan Penunjang Non Medlk adalah pelayanan 5

yang diberikan yang secara langsung maupun tid ak BN

. ‘ langsung berkaltan dengan pelayanan medik.

- 25,
~* yang -diberikan dalam  bentuk ~pelayanan

Pelayanan Rehablhta81 Medik adalah pelayanan

Fisioterapi, Terapi Okupasmnal Terapi Wicara,
Ortorik/Prostetik, Blmbmgan Sosml Medlk Jasa

2 ‘-P31kolog1 dan 1a1n-1a1n

_j]26

. Akomodas1 adalah pengguna fas111tas berobat/ dirawat
,termasuk makan dan minum pas1en/ keluarga peuen :

untuk ruJukan lanJutan p




27.
~diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh

Pengobatan adalah tlndakan pengobatan yang

. pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk
' menjalankan pengobatan, perawatan dan 1a1n-1a1nnya

- 28

‘ ‘ryang ada hubungannya dengan kesehatan.
.UPT Puskesmas Dinas Kesehatan ‘Kecamatan dan

S iiJanngannya " adalah Puskesmas - ‘Perawatan,

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan

desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah

Kabupaten Bengkalxs yang berbentuk Lembaga Tekms

» ",,“_‘~Daerah
29. T
' ’«”disingkat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan - . .

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

kesehatan yang- melaksanakan promosi, pembinaan

kesehatan masyarakat dan pengobatan serta

S rehab111ta51 penyaklt

30..

Puskesmas Pembantu yang selan_]utnya d1s1ngkat‘

- (Pustu) adalah wunit- pelayanan kesehatan yang
-~ sederhana “yang - berfungsi ménunjang ‘dan
~membantu ' melaksanakan - kegiatan yang
~ dilakukan puskesmas dalarn ruang 11ngkup Wllayah

yang leblh kecil.

’  31.Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya d1s1ngkat J

(Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber’

‘daya  masyarakat ~yang selanjutnya disingkat
~ (UKBM) yang di be'ntuk di-desa dalam rangka .
mendekatkan = atau = menyediakan pelayanan ,
- kesehatan dasar bag1 masyarakat desa.

32

Pondok Bersahn ‘Desa yang selan_]utnya d1s1ngkat :

"~,Q'(P011ndes) adalah upaya kesehatan bersumber
. daya . masyarakat - (UKBM) - yang - didirikan
n;"masyarakat ' oleh masyarakat : atas' dasar -
- musyawarah sebagal kelengkapan  dari

pembangunan - masyarakat desa - untuk

~-memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
. (KIA)/Keluarga Berencana (KB), ‘s,erta_ ‘pelayanan -

33

 kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.

.Rumah Sakit 'Kabupate‘n yang selanjutnya disebut PPK
e | adalah RSUD Bengkalis, RSUD ‘Mandau atau RSUD

" (PPK 1) yang telah melakukan keljasama dengan
; Badan Penyelenggara Kesehatan

34,

Rumah Sakit Provinsi yang selanJutnya disebut PPK 2

~ adalah RSUD Arlfin Achmad Pekanbaru, RSJ Tampan
- atau RS yang telah melakukan Kerjasama dengan
" 'Badan Penyelenggara Kesehatan

35.
~ adalah RSCM dan RS Harapan Kita yang telah

Rumah Sakit Pusat yang selanjutnya dlsebut PPK 3:

-~ melakukan Kerja sama dengan Badan Penyelenggarav :

S ‘Kesehatan ‘




- 36. Béidén Pénj;él'enggara ‘adalah suatu badan atau unit

- berbadan hukum yang. menyelenggarakan jaminan

kesehatan bag1 masyarakat yaitu Badan Penyelenggara St
" “Jaminan sosml yang selanjutnya d1s1ngkat (BP Js)

2 ,Kesehatan

 BABI .
 TUJUAN

Pasal 2

| TuJuan Integras1 Jamkesmasda Kabupaten Bengkahs ke
~dalam_ Jaminan Kesehatan Nasmnal adalah sebaga1 L

‘ "‘benkut

. a. Agar peserta Jamkesmasda Kabupaten Bengkahs yang

 memerlukan_ pelayanan kesehatan - dapat dilakukan -

©...secara. tepat ‘cepat dan aman d1 seluruh w11ayah
~ Negara Repubhk Indones1a,_ ' S

b. Menjamin akses’ pelayanah kesehatan bag1 seluruh:
penduduk Kabupaten Bengkahs, dan i : ’

o kMequudkan pelayanan yang berkeadllan serta merata
i ':bagl masyarakat Bengkahs ' :

. BABm
.RUANG LINGKUP o

Pasal 3

- kRuang Llngkup Integra31 Jamkesmasda Kabupaten |
Bengkalis ke dalarn Jaminan Kesehatan Nas1ona1 adalah

- isebagau berikut :-

a Peserta dan kepesertaan

b. Iuran pendanaan dan pembayaran,
c. ',Pelayanan Kesehatan, dan L -
d. AMasalah dan Pengaduan

L ‘BABIV
MEKANISME INTEGRASI

: Baglan Kesatu ' E R

Sl Peserta dan Kepesertaan DORE

Pasal 4

o ‘:‘ (1) Penerlma Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebagalmana

dlmaksud dalam Pasal 1 angka 12 terd1r1 darl




ca. Masyarakat mlskln dan kurang mampu d11uar kuota -
. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
o (JK) dan belum mempunyal _]amman kesehatan

: b Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tldak &

menjadi peserta PBI JK;

- c Masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum
. terdaftar dalam Surat Keputusan Bupat1 '

ood. Masyarakat mlskm dan kurang mampu dimaksud

pada ayat (1) huruf c, dapat mendaftarkan diri

' 'kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan

- membawa persayaratan sesual dengan peraturan4
perundang-undangan, ‘ :

~ e. Pasien gangguan lea (dlluar kuota PBI JK/ KIS) _
- yang tldak _]elas alamatnya, ; : :

f. Penyandang Masalah Kese_)ahteraan Sos1a1 (PMKS)

 seperti - gelandangan, ‘pengemis, orang . terlantar,
penghuni panti sosial, penghuni rutan/lapas yang -
miskin dan tidak mampu serta penderlta HIV;

s fig.‘Bayl baru lah1r oleh peserta PBI JK/KIS atau PBI

 Daerah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial

" Kabupaten/Kota sampai ‘bayi tersebut terdaftar
sebagai peserta . PBI JK/KIS ataupun PBI Daerah.

(2) PBI Daerah sebagaumana dimaksud ayat (1) d1tetapkan
dengan Keputusan Bupat1 Bengkahs .

Pasal 5

\'Pemermtah Kabupaten Bengkahs mendaftarkan peserta.
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan
‘huruf b ke Badan Penyelenggara Jaminan s081a1 (BPJS)
7‘Kesehatan dengan membayar iuran PBI ‘

SR : Pasa16 _
B Mekanlsme Integra81 dilakukan melalu1 kesepakatank

bersama antara Pemenntah Kabupaten Bengkahs dengan
BPJS Kesehatan f ST =

' ; Pasal 7 : ‘ ‘
(1) Setlap peserta sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4

ayat (1) - diberikan Kartu - Ident1tas Peserta yang S :

d1terb1tka_n oleh BPJS Kesehatan

(2) Kepesertaan sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) berakhlr apablla seseorang ;

o a. Menlnggal Duma, =

b. Berhent1 atas permmtaan send1r1, dan
leerhentlkan ’



(3) Kepesertaan yang berakhlr ‘ karéha" diberhéhtikan
rsebagaumana dimaksud pada ayat (2) huruf c apablla
a. t‘MenyaJahgunakan kartu kepesertaan, 5 '
: b, Tidak menglkutl prosedur ‘

. C. ‘v‘:Setelah d1va11daS1 temyata tldak 1ag1 memenuhl‘
- kriteria PBI dan - : ~ : . _

cod. Telah dltanggung _]amlnan ‘ kesehatannya oleh
tempatketjanya LR e e T i

e _ Pasal 8 ‘ .
Iuran, Pendanaan dan Pembayaran sebagaJ benkut

a. Besaran furan jaminan kesehatan bagi peserta PBI .
' Daerah yang d1bayarkan pemermtah daerah mengacu
__kepada ' besaran  iuran . yang dltetapkan oleh

Pemerintah Pusat bag1 PBIJK.

“b. Iuran bagl peserta PBI Daerah sebagalmana dlmaksud SR
pada ayat (1) d1bayarkan sesuai dengan kesepakatan
‘antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah -

Kabupaten Bengkalls dengan dana budget sharing. "

- ¢. Pendanaan untuk pembayaran Iuran bag1 peserta PBI
.+ Daerah bersumber dari Dokumen Pelaksanaan
- "Anggaran Satuan Ker_]a Perangkat Daerah (DPA- -SKPD .

~16. 028) Dlnas Kesehatan Kabupaten Bengka.hs

Pasal 9

;(1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesual_
- dengan Jumlah peserta dan Jangka Waktu pelayananv
- kesehatan. .~ . B T '
(2) Pembayaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
© dilakukan ‘berdasarkan  perjanjian: ker_]asama antara
Pemermtah Provinsi ‘Riau dengan ‘BPJS Kesehatan
" Divisi Reg10na1 II dan Pemerintah Kabupaten Bengkahs -
dengan BPJS. Kesehatan Cabang Duma1 o

’ ‘(3) Peljanjlan ker_]asama sebaga1mana dlmaksud pada
~ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: :

a -_'Jumlah peserta yang dlbayarkan, -
Jumlah 1uran yang dlbayarkan
“Waktu pembayaran, L ¥
;,'Pelayanan yang dgamm, dan

- Virtual - account yang dltentukan oleh BPJS,' '
. Kesehatan R : : |




4 Pembayaran 1uran PBI Daerah dllaksanakan denganV ‘

cara mekanisme. Keuangan Daerah dan pembayaran |

melalui pemindahan buku dari Rekening ' Dinas
Kesehatan ke Vlrtual Account BPJ S Kesehatan Cabang
‘Dumai . i e '

(5) Pembayaran iuran PBI Daerah sebagalrnana d1maksudv Gt

-pada’ ayat (4) dllaksanakan dengan persyaratan S

admlmstras1 sebaga1 berikut :

a. Surat Keputusan Bupat1 Bengkahs tentang -
' Penetapan Peserta PBI Daerah; '

f;b.ﬂPexjanJlan ‘kerjasama antara Dlnas Kesehatan E
. Kabupaten = Bengkalis - dengan BPJS Kesehatan ‘
Cabang Duma,l, ‘

c. Vitual Account yang dltentukan oleh BPJS
B 'Kesehatan ' ,

td‘.;Kw1tans1 pembayaran dar1 v Dlnas K_ese_hatan L
B ‘Kabupaten, dan o iy o

| e ,Kelengkapan SPP

Bag1an Kedua ‘
Pelayanan Kesehatan
Pasal 10

Pelayanan kesehatan ‘bagi peserta 1ntegras1 sebagalmana
dimaksud- dalam ‘Pasal 4 ayat (1) sama dengan manfaat

'Vpelayanan ~kesehatan  sesuai  ‘dengan = Peraturan

o perundang-undangan yang mengatur mengenal _]amman o |
. kesehatan.. S . L

Pasal 1 1

(1) Setlap peserta ; berhak ~ mendapatkan  pelayanan
kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative
termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai -
-sesuai dengan kebutuhan medls yang dlperlukan '

(2) Pelayanan ‘kesehatan bag1 peserta sebaga1mana Lo

dlmaksud ayat (1) sebagal berikut :
a. Pelayanan Kesehatan dasar di FK’I‘P

b Pelayanan kesehatan ruJukan tlngkat lanJutan yang |

terd1r1 atas :

1 Pelayanan kesehatan t1ngkat kedua (spesxahsuk), N

B ~dan - | .
2 Pelayanan : kesehatan -tlngkat - ketlga .
‘ (subspesmhstlk), : e

c Pelayanan ‘kesehatan lam yang d1tetapkan oleh L

Kementenan kesehatan




, Pasallz |
(1) Pelayanan kesehatan bag1 peserta dilaksanakan secara

berjenjang dan’ terstruktur sesua1 kebutuhan medis d1 '
-mulai dari FKTP e s

‘ (2) Pelayanan ‘ kesehatan : ’dé&sa‘rd bagi  peserta
dlselenggarakan oleg FKTP yang bekerjasama dengan
BPJ S Kesehatan tempat peserta terdaftar. .

A(3) Dalam ‘keadaan tertentu, ketentuan sebagaumanaf
dimaksud pada ayat (2) tldak berlaku bag1 peserta_
sebaga1 benkut : .

a berada di luar Wllayah FKTP tempat peserta terdaftar; .
atau e S S v

b dalam keadaan kedaruratan medls

s Pasal 13-

(1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan
rujukan tingkat lanjutan  atas indikasi medis, FKTP
harus merujuk ke fasﬂltas kesehatan ru_]ukan tingkat
.lanjut terdekat sesua1 dengan sistem rujukan yang -
diatur = dalam ketentuan peraturan : perundang- .
undangan c : .

| ,(2) Pelayanan kesehatan t1ngkat ke dua hanya dapatv N
d1ber1kan atas ruJukan dar1 FKTP

(3) Pelayanan ‘kesehatan tlngkat ketlga d1benkan atas S

‘ ruJukan dan pelayanan kesehatan tingkat ke dua.

"(4) Ketentuan scbagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dikecualikan pada keadaan ‘gawat darurat,
~bencana alam, kekhususan ‘permasalahan kesehatan
‘pasien, ° pertimbangan " geografis, ~ pertimbangan
ketersedlaan fasilitas dan sumber daya manus1a

(5) Tata ~cara - ru_]ukan ‘dilaksanakan sesuai dengan:
ketentuan peraturan perundang—undangan ' IR

: Pasal 14

o (1) Untuk pelayanan kesehatan peserta pada fasﬂltas :

‘kesehatan  milik | pemerintah  FKTP, BPJS Kesehatan
melakukan kerjasama dengan - ‘Unit Pelaksana Teknis

- (UPT) Kesehatan se Kabupaten Bengkahs dan d1ketahu1 FR :

~oleh Kepala Dinas Kesehatan.

 7 (2) Untuk pelayanan kesehatan - peserta pada fasilitas

kesehatan ‘milik pemenntah FKTL, BPJS Kesehatan

~ mendakan keljasama dengan Rumah Sakit Umum
Daerah , ' :




 BABIV.
KOORDINASI

' Paéél 15

Dlnas Kesehatan melakukan koordlna81 dengan Dinas
‘ Sosml dalam pelaksanaan Integr31 Jamkesmasda ke dalam-

~ JKN.

B : BAB \Y Lo S
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

: “(1) Pengendahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan,

Jamkesmasda ke dalam JKN dllakukan oleh T1m yang o

d1tetapkan oleh Bupati. = .

| (2) Tim sebagalmana dlmaksud ayat (1) terd1r1 dari :
a. Tim Koord1nas1 o '
b T1m Pengawas, dan

T1m Monltonng

. ‘(3) Tim sebagaxmana d1maksud pada ayat (2) mempunyal v

_ tugas sebagai benkut

Ca. ,Melakukan koord1na31 pelaksanaan : 1ntegras1
e Jamkesmasda Kabupaten Bengkahs ke dalam JKN;

jb. :'Menyusun & _langkah- langkah ~ dan strategi

S Jamkesmasda Kabupaten Bengkahs ke dalam JKN;
. .c Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara
‘ ‘Integra81 Jamkesmassda ke dalam JKN;dan -~ . -

" d. Melakukan ; pembmaan pelaksanaan ' 1ntegra81
’ Jamkesmasda ke dalam J KN :

. BABVI-
. KETENTUAN PENUTUP =
Pa{sal '17 

Dengan dlberlakukannya Peraturan Bupat1 ini, rhaka o
- Peraturan Bupat1 Bengkalis Nomor 12 Tahun 20 14 dicabut
7 dan dmyatakan tldak berlaku 1ag1 — o




Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI BENGKALIS,

& %‘//
AMRIL M ININ

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 30 Desember 20156

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

4

. ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 75




